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BADAN PENGAWAS PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM 
TIRTAMUARO 

TENT ANG 

NOMOR 11 TAHUN 2003 



6. Keputusan .. 

4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah 
(Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 10); 

5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas 
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok 
Kepegawalan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890); 

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perlmbangan 
Keuangan Antara Pemerlntah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara 
Tahun 1999 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848); 

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerlntahan 
Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 3839); 

1. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan 
Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi 
dan Kabupaten Tanjung Jabung llmur (Lembaran Negara Tahun 
1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3903); 

Meng Ing at 

b. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a dlatas perlu 
membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Tebo tentang Badan 
Pengawas Perusahaan Daerah Air Mlnum Kabupaten Tebo; 

a. bahwa dalam usaha meningkatkan kelancaran tugas Perusahaan 
Daerah Air Mlnum Kabupaten Tebo secara berdaya guna dan 
berhasil guna untuk menjamin terselenggaranya kegiatan 
Perusahaan Daerah Air Mtnum berdasarkan prtnslf-prtnslf ekonoml 
perusahaan yang sehat perlu dibentuk Badan Pengawas Perusahaan 
Daerah Air Minum Kabupaten Tebo; 

Menimbang 

BUPAnTEBO, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

QADAN PENGAWAS PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM 
nRTAMUARO 

TENTANG 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO 
NOMOR 11-TAHUN 2003 

PEMERINTAH KABUPATEN TEBO 



BAB 11 . 

h. Direksi adalah Oireksi Perusahaan Daerah Air Minum Tlrta Muaro. 

g. Perusahaan Daerah Air Mlnum adalah Perusahaan Derah Air Mlnum Tlrta Muara 
Kabupaten Tebo. 

f. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Perusahaan Daerah Air Mlnum Kabupaten 
Tebo. 

e. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya dlsebut DPRD adalah DPRD 
Kabupaten Tebo sebagai Badan Leglslatlf Daerah. 

d. Wakil Bupatl adalah Wakil Bupatl Tebo. 

c. Bupati adalah Bupatl Tebo. 

b. Pemerlntah Daerah adalah Bupatl beserta perangkat daerah otonom yang laln sebagal 
Badan Eksekutif Daerah. 

a. Daerah adalah Kabupaten Tebo 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dlmaksud dengan : 

Pasal 1 

KETENTUAN UMUM 

BAB I 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO TENTANG BADAN 
PENGAWAS PERUSAHAAN DAER.AH AIR MINUM TIRTA MUARO 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN: 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAER.AH KABUPATEN TEBO 

Dengan persetujuan 

7. Peraturan Menteri Dalam Negerl Nomor 620 - 1572 tanggal 8 
Nopember 1985 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Badan 
Pengawas, Direksi dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Mlnum; 

6. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik 
Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan 
Undang-undang, Rancangan Peraturan Pernerintah dan Rancangan 
Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70); 
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(1) Ketua, Sekretarls dan para Anggota Badan Pengawas dapat diberikan uang jasa yang 
diatur dan ditetapkan oleh Bupati yang dibebankan k.epada Anggaran PDAM. 

(2) Besarnya . 

Pasal 7 

Bupati melakukan pelantikan dan pengambllan sumpah jabatan terhadap Ketua I Anggota 
Badan Pengawas sebelum menjalankan tugasnya sesual dengan ketentuan perundang­ 
undangan yang berlaku. 

Pasal 6 

Antara sesama Anggota Badan Pengawas dan antara Badan Pengawas dengan Dlreksl tidak 
ada hubungan keluarga sampal dengan derajat k.etlga, baik menurut garis lurus maupun 
garls kesamplng menantu dan lpar. 

a. Sekretarls Daerah sebagal Ketua merangkap anggota 
b. Kepala Bagian Perekonomlan Sekretarlat Daerah Kabupaten Tebo sebagai Sekretarls 

merangkap Anggota. 
c. Kepala Baglan Hukum Sekretarlat Daerah Kabupaten Tebo sebagal Anggota. 
d. Kepala Dlnas Pekerjaan Umum Kabupaten Tebo sebagal Anggota. 
e. Kepafa Dlnas Kesehatan Kabupaten Tebo Sebagal Anggota. 

Pasal 5 

( 1) Anggota Badan Pengawas berjumlah sekurang-kurangnya 2 ( dua) orang dan sebanyak­ 
banyaknya 5 (llma) orang. 

(2) susunan Anggota Badan Pengawas sebagalmana dlatur dalam ayat (1) pasal lnl terdlrl : 

Pasal 4 

(3) Anggota Badan Pengawas apablla suadah habls masa jabatannya dapat diangkat 
kembali. 

(2) Masa jabatan anggota Badan Pengawas maksimum3 (tiga) tahun. 

(1) Anggota Badan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Bupatl dengan Surat 
Keputusan setelah mendapat persetujuan prlnsif dari pejabat yang berwenang. 

Pasal 3 

(2) Badan Pengawas bertanggung jawab kepada Bupati. 

(1) Badan Pengawas adalah suatu badan yang terdiri dari unsur-unsur pejabat pemerintah 
daerah/instansi lain yang keglatannya berhubungan dengan PDAM. 

Pasal 2 

SUSUNAN 
BAB II 
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(2) Dalam . 

(1) Badan Pengawas dapat rnengusulkan kepada Bupati supaya memberhentlkan untuk 
sementara Anggota Direksi yang diduga telah melakukan tindakan yang merugikan 
PDAM atau tindakan yang bertentangan dengan kepentingan Negara/kepentingan 
Kabupaten Tebo serta memberit.ahukan pemberhentian sementara itu secara tertulis 
kepada anggota direksi yang bersangkutan disert.ai alasan-alasan yang menyebabkan 
tindakan tersebut. · 

Pasal 9 

(2) Enam bulan sebelum rnasa jabatan Direksi berakhir, Badan Pengawas rnenellti dan 
menilai hasll pekerjaan dan pert.anggung jawaban Direksi untuk disampaikan kepada 
Bupati. 

(3) Hasll penilaian pekerjaan dan pert.anggung jawaban Direksi sebagaimana diatur ayat (2) 
pasal inl disampaikan oleh Bupati kepada pejabat yang berwenang, tlga bulan sebelum 
masa jabatan berakhir. 

Memberlkan pertlmbangan dan saran kepada Bupati untuk perbalkan dan 
perkembangan PDAM 
Memberikan petunjuk dan pengarahan berdasarkan kebijaksanaan Bupati kepada 
Dire ks I. 
Menellti rancangan anggaran PDAM dan telah menylapkan persetujuan Bupati 
tlga bu Ian sebelum tahun buku mulai berlaku. 
Menellti neraca PDAM pada akhir tahun buku dan menyarankan tlndak lanjutnya. 

c. Menetapkan kebijaksanaan Anggaran PDAM secara terarah sesual dengan 
kebijaksanaan umum Pemerintah Daerah. 

d. Membantu mendorong usaha pemblnaan dan pengembangan PDAM berupa: 

b. Melakukan pengawasan sehari-hari atas jalannya PDAM dan Dlreksi. 

a. Merumuskan kebijakan dlbidang pengelolaan PDAM. 

(1) Badan Pengawas mempunyai tugas membantu Bupati antara lain: 

Pasal 8 

URAIAN TUGAS 

BAB III 

(3) Selain uang jasa sebagaimana diatur dalam ayat (1) pasal inl kepada Badan Pengawas 
tidak diberikan jasa. 

a. Untuk Ketua maksimum empat puluh perseratus (400/o) dari gaji Direktur Utama. 
b. Untuk Sekretaris maksimum tiga puluh perseratus (300/o) dari gaji Direktur Utama. 

c. Untuk Anggota makslmum delapan puluh perseratus (80%) darl uang Jasa ketua 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a. 

(2) Besamya uang jasa sebagaimana diatur dalam ayat (1) pasal ini adalah: 



Pasal 12 .. 

Dengan berlakunya Peraturan Daerah lni semua peraturan dan k.etentuan yang telah ada 
sebetumnya tetap berlaku sepanjang mengenal hal-hal yang tidak diatur dalam Peraturan 
Daerah inl. 

Pasal 11 

KETENTUAN PENUTUP 

BABY 

d. Apabila Badan Pengawas memandang perlu mengadakan perubahan kebijaksanaan 
yang telah dltetapkan oleh Bupatl maka hal tersebut dlajukan kepada Bupatl untuk 
mengadakan keputusan. 

c. Ketua Badan Pengawas wajib menyelenggarakan koordlnasl balk dalam lingkungan 
Badan Pengawas itu sendiri maupun dalam lingkungan Direksl. 

a. Badan Pengawas mengadakan rapat sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekall untuk 
rnembahas dan menllai hal-hal yang berhubungan dengan PDAM sesual dengan 
tugas pokok, fungsl dan hak serta kewajibannya. 

b. Keputusan rapat diambil at.as dasar musyawarah untuk mufakat dan setiap rapat 
dlbuat risalah rapat. 

Dalam melaksanakan tugasnya sebagal mana dlmaksud dalam pasal 6 Peraturan Daerah lnl : 

Pasal 10 

TATAKERJA 

BAB IV 

( 4) Selambat-lambatnya dalam jangka waktu dua bulan sesudah sldang Badan Pengawas 
sebagalmana dlmaksud dalam ayat (3) pasal lnl, Bupatl menetapkan leblh lanJut status 
anggota direksi yang bersangkutan diberhentlkan seterusnya at.au dibatatkan 
pemberhentlan sementaranya I Bupati harus memberitahukan keputusan kepada 
anggota direksi yang bersangkutan, jlka pemberhentian sernentara anggota dlreksi 
dimaksud menjadi bat.at. 

( 5) Bupatl merehabilitasi anggota direksi yang diberhentlkan sementara dlbatalkan at.au 
menjadi bat.al, balk karena Bupati tldak memberltahukan keputusan terhadap usul 
Sldang Badan Pengawas maupun karena Badan Pengawas tldak rnengadakan sldang. 

(2) Dalam hal seluruh Anggota Dlreksl dlberhentlkan untuk sementara oleh Bupati, maka 
dapat menunjuk seorang at.au lebih anggota Badan Pengawas untuk menjalankan tugas­ 
tugas direksl. 

(3) Selambat-lambatnya dalam jangka waktu satu bulan sesudah pemberhentian sernentara 
sebagalmanadlmaksud ayat (1) dan (2) pasal lnl, Badan Pengawas untuk mengadakan 
sldang dlmana anggota direksi yang bersangkutan diberikan kesempatan untuk 
membela dtri. 



Pasal 6 sampai dengan 13 
Cukup Jelas. 

Pasal 1 sampai dengan pasal 4 
Cukup jelas 

Pasal 5 yang dimaksud dengan hubungan keluarga sampai derajat ketiga adalah : 
Garis lurus keatas adalah Bapak, Ibu, Kakek, Nenek dan seterusnya. 
Garis lurus kebawah adalah Anak, Cucu, Clclt dan seterusnya. 

- Garis lurus kesamping adalah Kakak, Adik, dan seterusnya. 

n, PENJELASAN PASAL DEMI PASAL 

Dlsamplng ltu Perusahaan Daerah Air Mlnum sebagal pengelola air mlnum dan 
sebagai bagian dari Perangkat Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tugasnya 
sehari-harl dltuntut untuk dapat menghasllkan pendapat.an bagl Pemerlnt.ah Daerah 
menunjang kehldupan dan pekembangan daerah dalam rangka pelaksanaan otonoml 
yang nyata, dinamls dan bertanggung jawab. 

Untuk tercapalnya maksud diatas perlu adanya pengawasan yang terus-menerus 
dana berkelanjutan oleh suatu Badan Pengawas yang dlatur dan dltetapkan dengan 
Peraturan Daerah. 

Bahwa salah satu sasaran peningkatan pembangunan dan pengelolaan air 
mlnum adalah dalam usaha menlngkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat 
sehtngga air mlnum dapat dinlkmatl oleh seluruh masyrakat secara adil dan merata. 

I. PENJELASAN UMUM. 

BADAN PENGAWAS PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM 
KABUPATEN TEBO 

TENTANG 

TAHUN 2003 NOMOR 11 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO 

PENJELASAN 



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEBO 
TAHUN 2003 NOMOR fi 

Dlundangkan dLMuara Tebo . _ 
pada tangga115 September 2003 

BUPATEN TEBO 

H. A. MADJID MU"AZ 

Ditetapkan __m ... J'1ua,:g_Ie]2Q _~- . ---~- =.:. ·-­ 

pada tanggal 8 September 2003 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah inl 
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tebo. 

Peraturan Daerah lnl mulal berlaku pada tanggal diundangkan. 

Pasal 13 

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah am sepanjang mengenai teknis 
pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati. 

Pasal 12 


